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ABSTRAK 
 

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF 

ACCESS TO JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA METRO 

 

Oleh: 

Muhammad Ichsan Agil 

NPM. 2202011010 

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan hak anak yang wajib 

dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, meskipun ikatan perkawinan telah 

berakhir. Hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan 

terbaik bagi anak yang harus dijamin oleh negara melalui perangkat hukum dan 

lembaga peradilan. Secara normatif, kewajiban pemberian nafkah anak telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya pemenuhan nafkah 

anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek 

kepatuhan pihak ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban maupun dari sisi 

efektivitas penegakan dan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga berpotensi 

menghambat terpenuhinya hak anak secara adil dan berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip access to justice 

dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro serta 

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan putusan 

nafkah anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 

dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui 

wawancara dengan aparatur pengadilan dan pihak berperkara, serta studi 

dokumentasi terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah anak. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh 

gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip access to justice. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Metro telah berupaya 

menerapkan prinsip access to justice melalui kemudahan akses berperkara, biaya 

perkara yang terjangkau, serta pemberian putusan nafkah anak yang 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kepentingan terbaik bagi 

anak. Namun demikian, pelaksanaan putusan nafkah anak masih menghadapi 

hambatan, terutama pada tahap eksekusi, akibat rendahnya kesadaran hukum 

pihak ayah dan lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa penerapan prinsip access to justice telah berjalan, namun belum optimal, 

sehingga diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum dan peningkatan 

kesadaran hukum para pihak. 

Kata kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Access to Justice, Pengadilan Agama   

Metro. 
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MOTTO 

 

 ِ مَانَةِ اللََّّ
َ
خَذْثُمُوهُنَّ بِأ

َ
مْ أ

ُ
سَاءِ، فَإِنَّك ِ

َ فِي الن   اثَّقُوا اللََّّ

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, karena 

sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah.” 

(HR. Muslim No. 1218) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah, serta kekuatan dalam setiap langkah kehidupan, karya sederhana 

ini kupersembahkan dengan segenap hati dan ketulusan kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta terima kasih yang tak pernah cukup kuucapkan 

untuk setiap doa yang terpanjat dalam keheningan malam, untuk setiap 

keringat dan pengorbanan yang kalian curahkan demi langkah kecilku 

menjadi besar, serta untuk kasih sayang yang tidak pernah lekang oleh waktu. 

Tiap keberhasilan yang kucapai adalah buah dari doa tulus kalian. 

2. Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta seluruh dosen  yang telah dengan 

sabar membimbing, mengarahkan, serta membuka cakrawala pengetahuan. 

Ilmu dan nasihat yang kalian berikan bukan hanya menjadi bekal akademik, 

melainkan juga pelita dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah membalas 

segala kebaikan dan ketulusan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. 

3. Teman – teman seperjuangan terutama Rekan-rekan anak Akreditasi, kalian 

yang hadir membawa warna dalam perjalanan ini. Bersama kalian, kelelahan 

menjadi lebih ringan, kesulitan berubah menjadi pelajaran, dan setiap langkah 

menjadi kenangan yang indah. Terima kasih atas canda tawa, doa, dan 

kebersamaan yang tidak ternilai harganya. 

4. Almamater tercinta, tempat di mana aku  menimba ilmu, dan berproses. Di 

sinilah aku ditempa, bukan hanya sebagai insan akademis, tetapi juga sebagai 

pribadi yang lebih matang, siap menghadapi perjalanan panjang ke depan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang membentuk 

kepribadian individu, dalam keluarga terjalin hubungan kasih sayang, 

tanggung jawab, dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Hubungan ini 

menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang sejahtera
1
. Tatanan keluarga 

yang ideal, keutuhan perkawinan merupakan hal yang diharapkan, namun 

kenyataannya tidak semua rumah tangga dapat mempertahankan keutuhan 

tersebut
2
. Perceraian menjadi salah satu fenomena sosial yang tidak dapat 

dihindari ketika hubungan suami-istri tidak lagi harmonis dan sulit 

dipertahankan. Perceraian bukan hanya memutuskan ikatan antara suami dan 

istri, tetapi juga membawa dampak luas terhadap anak-anak. Salah satunya 

adalah terkait pemenuhan hak-hak dasar anak, yang meliputi hak untuk 

mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perlindungan
3
. 

Anak merupakan pihak yang paling rentan dan terdampak secara 

psikologis maupun ekonomi akibat perceraian orang tua. Keberlangsungan 

kehidupan anak sangat bergantung pada kewajiban orang tua dalam 

memenuhi hak-hak mereka, yang salah satunya adalah nafkah anak. Dalam 

                                                           
1 Lailatul Mufar oha and Fitr ia Tanti, „Per an Keluar ga Dalam Membentuk Kepr ibadian 

Anak Di Zaman Moder an‟, Tr iwikr ama: Jur nal Ilmu Sosial, 01.11 (2023), 40–50. 
2 Fitr ia, „Keluar ga Ideal, Pasangan Suami Istr i, Pelatihan Dan Pengembangan‟, Jour nal of 

Chemical Infor mation and Modeling, 53.9 (2013), 1689–99. 
3 Iksan, Adnan, and Khair unnisa, „Per lindungan Anak Pasca Per cer aian Or ang Tua‟, 

Fundamental: Jur nal Ilmiah Hukum, 9.1 (2020), 1–16 

<https://doi.or g/10.34304/fundamental.v1i1.9>. 
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konteks hukum Islam, anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan dan 

nafkah yang layak dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai
4
. 

Nafkah anak mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat 

tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi tanggung jawab kedua 

orang tua, meskipun peran ayah sebagai kepala keluarga menempatkannya 

dalam posisi utama sebagai pemberi nafkah
5
. Ibu juga memegang peranan 

penting dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah perceraian
6
. 

Secara yuridis, kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian 

diatur dalam berbagai ketentuan hukum positif di Indonesia
7
. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) 

menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan 

dan pendidikan anak, meskipun perkawinan telah putus
8
. Ketentuan ini 

diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (f), yang 

menyatakan bahwa akibat perceraian, mantan suami tetap berkewajiban 

menanggung nafkah anak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka
9
. 

Dengan demikian, secara normatif, negara telah memberikan perlindungan 

                                                           
4 Fakhr unnisa, „Dampak Dan Sosialisasi Tentang Pentingnya Hak Nafkah Anak‟, 3 (2025), 

2159–65. 
5 Sir ajuddin Ali, Miladianto, „Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Ter hadap Nafkah 

Anak Pasca Putusnya Per kawinan PNS (Dalam Pr espektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam)‟, 

2025. 
6 Ali, Miladianto. 
7 Nor a Andini, „Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah 

Ter hadap Anak Pasca Per cer aian (Studi Kompar atif Per spektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Di Indonesia)‟, 2013, 1–10. 
8 Nur jana Antar eng, „Per lindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Per cer aian Menur ut 

Per sepektif Hukum Islam. Studiy Pengadilan Agama Manado‟, Jour nal of Mater ials Pr ocessing 

Technology, 1.1 (2018), 1–8 

<http://dx.doi.or g/10.1016/j.cir p.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.or g/10.1016/j.powtec.2016.12.055

%0Ahttps://doi.or g/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.or g/10.1016/j.matlet.2019.04.0

24%0Ahttps://doi.or g/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o>. 
9 Munir otul Azizah, „Per an Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Per cer aian Di Kecamatan 

Sr engat Kabupaten Blitar ‟, Tesis, 2019, 1–101 <https://cor e.ac.uk/download/pdf/286888980.pdf>. 
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terhadap hak anak pasca perceraian melalui ketentuan hukum yang jelas. 

Namun, implementasi dari ketentuan ini sering kali menghadapi tantangan 

dalam praktiknya
10

. 

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ayah dalam menafkahi 

anak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur‟an dan hadist. Allah 

SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233: 

ى
َ
ودِ ٱ وَعَل

ُ
مَوْل

ْ
هُۥ ل

َ
مَعْرُوفِ ٱبِ  وكَِسْوَثُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  ل

ْ
 ل

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang patut. 

 

Kemudian dalam Surah At-Talaq ayat 6 Allah SWT berfirman: 

 

سْكِنُوْهُنَّ 
َ
نْجُمْ  حَيْحُ  مِنْ  ا

َ
نْ  سَك مْ  م ِ

ُ
جْدِك ا وُّ

َ
وْهُنَّ  وَل قُوْا ثُضَاۤرُّ يْهِنَّ   لِجُضَي ِ

َ
 وَاِنْ  عَل

نَّ 
ُ
تِ  ك

ٰ
ول

ُ
نْفِقُوْا حَمْل   ا

َ
يْهِنَّ  فَا

َ
ى عَل هُنَّ   يَضَعْنَ  حَتّٰ

َ
رْضَعْنَ  فَاِنْ  حَمْل

َ
مْ  ا

ُ
ك

َ
ثوُْهُنَّ  ل

ٰ
 فَا

جُوْرَهُنَّ  
ُ
ثَمِرُوْا ا

ْ
مْ  وَأ

ُ
ٓٗ فَسَتُرْضِعُ  ثَعَاسَرْثُمْ  وَاِنْ  بِمَعْرُوْف    بَيْنَك ه 

َ
خْرٰى   ل

ُ
 ٦۝ ا

 

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang 

dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 

mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu 

maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama 

menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya. 

 

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun telah bercerai, seorang ayah 

tetap wajib menyediakan tempat tinggal, nafkah, dan biaya penyusuan bagi 

                                                           
10 R alph Adolph, „Scoping Study Pemenuhan Nafkah Mantan Istr i Dan Anak Pasca 

Putusan Per cer aian Di Indonesia‟, 2016, 1–23. 
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mantan istri serta anak sesuai kemampuan dan dengan cara yang baik. 

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadist riwayat Abu Dawud: 

فَى
َ
مَرْءِ  ك

ْ
نْ  إِخْمًا بِال

َ
عَ  أ  يَقُوتُ  مَنْ  يُضَي ِ

Artinya: “Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang 

yang ia tanggung.” (HR Abu Dawud dan al-Nasa’i dalam Sunan al-Kubra). 

 

Dalil ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab moral dan hukum 

bagi ayah dalam memenuhi kebutuhan anak, yang menjadi kewajiban yang 

tidak dapat dihindari, baik secara agama maupun hukum. 

Namun, dalam pelaksanaannya, kewajiban nafkah anak pasca 

perceraian seringkali menghadapi berbagai kendala. Banyak mantan suami 

yang lalai atau bahkan menghindar dari tanggung jawabnya, baik karena 

alasan ekonomi yang terbatas, kurangnya kesadaran hukum, atau lemahnya 

mekanisme penegakan hukum di Indonesia
11

. Hal ini mengakibatkan banyak 

ibu dan anak yang kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi pasca perceraian. 

Bahkan, dalam banyak kasus, hak anak untuk mendapatkan nafkah yang 

layak sering kali terabaikan karena tidak adanya eksekusi yang efektif 

terhadap putusan pengadilan.
12

 

Dalam konteks ini, penerapan konsep Access to Justice menjadi 

sangat penting. Access to Justice mengacu pada kemampuan setiap individu, 

terutama yang berada dalam posisi lemah secara sosial dan ekonomi, untuk 

                                                           
11 Lukmanan Nur  Khakim, „Pr oblematika Nafkah Anak Pasca Per cer aian Di Desa Padi 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Dalam Per sepektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 

35 Tahun 2014‟, 2021, 167–86. 
12 Laela Safr iani Isma Ir sul, „Tantangan Status Hukum Anak Pasca Per cer aian: 

Per bandingan Maqashid Syar iah Dan Hukum Nasional‟, Jur nal Al Wasith: Jur nal Studi Hukum 

Islam ||, 6.2 (2021), 206–16. 
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memperoleh keadilan dan perlindungan hukum melalui proses hukum yang 

efektif dan transparan
13

. Dalam hal ini, Access to Justice tidak hanya berarti 

mendapatkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum, tetapi juga 

memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diakses dan dilaksanakan dengan 

cara yang adil dan tidak diskriminatif
14

. Bagi ibu dan anak yang menghadapi 

kesulitan dalam menuntut nafkah anak, akses terhadap keadilan melalui 

peradilan agama menjadi sangat penting agar hak mereka dapat terlindungi
15

. 

Berdasarkan hasil data survey di pengadilan agama metro, terlihat 

adanya peningkatan yang signifikan terkait jumlah perkara pemenuhan 

nafkah anak dari tahun 2023, 2024 hingga tahun 2025 berikut visualisasi data 

jumlah perkara pemenuhan nafkah anak yang terangkum dalam tabel berikut:  

Tabel 1.1 

Putusan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Kota Metro 

NO Tahun Jumlah perkara 

1 2025 45 Putusan 

2 2024 21 Putusan 

3 2023 15 Putusan 

 

Berdasarkan pra-survei yang dilakukan pada tahun 2025 di Pengadilan 

Agama Kota Metro, diketahui bahwa perkara terkait pemenuhan nafkah anak 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2023 tercatat sebanyak 15 putusan, kemudian meningkat menjadi 21 

                                                           
13 Achmad Khozin Bahar udin Mar ia Novita Apr iyani, Aditya Suhar to, „Access to Justice 

Bagi Anak Kor ban Tindak Pidana Keker asan Seksual‟, 7.2 (2024), 480–95. 
14 Sumar sih Sumar sih, „Per an Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice‟, 

Muhammadiyah Law R eview, 6.1 (2022), 19 <https://doi.or g/10.24127/lr .v6i1.1843>. 
15 Chr ista Yulianta Pr abandana, „Menelisik Hak Nafkah Anak Setelah Per cer aian‟ 

<https://dandapala.com/ar ticle/detail/menelisik-hak-nafkah-anak-setelah-per cer aian>. 
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putusan pada tahun 2024, dan pada bulan Oktober 2025 telah mencapai 45 

putusan, jumlah tersebut masih terus bertambah hingga akhir tahun 2025. 

Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menuntut hak 

anak terhadap pemenuhan nafkah semakin meningkat, seiring dengan upaya 

peradilan agama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak pasca 

perceraian. 

Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang mengadili 

perkara perceraian dalam konteks hukum Islam, memiliki peran yang sangat 

strategis dalam mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. 

Sebagai lembaga peradilan yang memutuskan perkara nafkah anak, 

Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk 

memastikan bahwa hak anak dapat dipenuhi dengan adil
16

. Namun, dalam 

praktiknya, pelaksanaan putusan nafkah anak sering terkendala oleh berbagai 

faktor teknis. Tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif, lemahnya 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, dan kurangnya akses hukum bagi 

pihak perempuan untuk menuntut hak anaknya, menjadi hambatan utama 

dalam memastikan pemenuhan nafkah anak sesuai dengan ketentuan yang 

ada. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat  judul 

penelitian tentang “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif 

Access to Justice di Pengadilan Agama Metro.”  

 

                                                           
16 Abang Kamur udin Bin Abang Ahmad Ahmad, „Nafkah Anak Pasca Pencer aian Studi 

Per bandingan Di Lembaga Per adilan Indonesia Dan Malaysia‟, Sakina: Jour nal of Family 

Studies, 3.4 (2019), 11–24 <http://ur j.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/ar ticle/view/303>. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka 

pertanyaan dari penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai 

berikut : Bagaimana penerapan prinsip Access to Justice dalam penyelesaian 

sengketa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama 

Metro? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip 

Access to Justice dalam penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak 

pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro,sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

penerapan prinsip Access to Justice dalam penyelesaian sengketa 

pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk 

penerapan prinsip Access to Justice dan meningkatkan akses hukum 

bagi perempuan dalam menuntut nafkah anak, sehingga perlindungan 

hukum bagi anak-anak korban perceraian dapat lebih efektif dan adil. 
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D. Penelitian Relevan 

Penelitian ini mengacu pada berbagai studi terdahulu yang memiliki 

kaitan langsung dengan topik yang akan diteliti. Berdasarkan tinjauan pustaka 

yang telah dilakukan, penulis menemukan sejumlah temuan dari penelitian 

sebelumnya yang relevan, yang dapat dijadikan referensi dalam 

memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian Rufia Wahyuning Pratiwi berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca 

Perceraian di Pengadilan Agama Blitar” membahas masalah kelalaian 

mantan suami dalam membayar nafkah anak. Fokusnya adalah mencari 

faktor penyebab kelalaian tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa 

ketidakmampuan ekonomi, pengabaian kewajiban setelah menikah lagi, 

serta faktor sosial dan psikologis menjadi penyebab utama. Meski ada 

putusan pengadilan, banyak ayah tetap tidak patuh, dan eksekusi sering 

terkendala biaya yang lebih besar dari jumlah nafkah. 

Kontribusi penelitian ini adalah mendorong pembaruan hukum agar 

eksekusi putusan lebih efektif, termasuk kemungkinan adanya jaminan 

harta bagi pemenuhan nafkah. Penelitian ini relevan dengan penelitian 

saya karena sama-sama membahas kelalaian nafkah anak pasca 

perceraian. Perbedaannya, penelitian Rufia berfokus pada hambatan 
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eksekusi di PA Blitar, sedangkan penelitian saya meninjaunya melalui 

perspektif Access to Justice di PA Metro
17

. 

2. Penelitian Ayu Isfany Fachry Azis, Syahruddin Nawi, dan Ahyuni Yunus 

berjudul Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: 

Studi Kasus Pengadilan Agama Maros” bertujuan menganalisis tanggung 

jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian serta 

pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban tersebut. 

Menggunakan metode hukum normatif-empiris, penelitian ini 

menemukan bahwa meskipun peraturan seperti Pasal 41 UU 1/1974 dan 

Pasal 4 UU 23/2002 telah mengatur kewajiban orang tua, pelaksanaannya 

sering terhambat. Pertimbangan hakim umumnya bergantung pada 

kemampuan ekonomi ayah dan kondisi sosial seperti adanya keluarga 

baru. 

Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap harus 

dipenuhi meski terjadi perubahan keadaan keluarga, serta perlunya 

penegakan hukum yang lebih efektif demi terpenuhinya hak anak. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama 

membahas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian beserta hambatan 

implementasinya. Namun, penelitian tersebut menekankan aspek 

                                                           
17 R ufia Wahyuning Pr atiwi, „Per lindungan Hukum Ter hadap Kelalaian Pemenuhan 

Pembayar an Nafkah Anak Pasca Per cer aian Ber dasar kan Putusan Pengadilan Agama Blitar ‟, 

Negar a Dan Keadilan, 9.1 (2020), 50 <https://doi.or g/10.33474/hukum.v9i1.7491>. 
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pertimbangan hakim, sedangkan penelitian saya fokus pada implementasi 

Access to Justice dalam pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama
18

. 

3. Penelitian Anjar S. C. Nugraheni, Diana Tantri C., dan Zeni Luthfiyah 

berjudul “Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-

putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota 

Surakarta” bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak 

asuh dan nafkah anak setelah perceraian. Menggunakan metode 

eksplanatoris sosiologis dengan analisis kualitatif, penelitian ini 

menemukan bahwa lebih dari 75% putusan perceraian di kedua 

pengadilan tidak mencantumkan amar mengenai hak asuh maupun nafkah 

anak, sehingga perlindungan hukum terhadap anak masih lemah. Di 

Pengadilan Agama, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu jika anak 

belum berusia 12 tahun, sedangkan di Pengadilan Negeri tidak terdapat 

ketentuan yang jelas. Untuk nafkah anak, hakim mempertimbangkan 

penghasilan dan kemampuan ayah. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama 

membahas kewajiban nafkah anak pasca perceraian dan persoalan 

kurangnya kepastian hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian 

yang melakukan komparasi antara putusan Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama, sementara penelitian saya menitikberatkan pada 

                                                           
18 Ayu Isfany Fachr y Azis, Syahr uddin Nawi, and Ahyuni Yunus, „Analisis Yur idis 

Ter hadap Nafkah Anak Akibat Per cer aian: Studi Kasus Pengadilan Agama Mar os‟, Jour nal of 

Lex Gener alis (JLS), 2.2 (2021), 724–34 <https://www.pasca-

umi.ac.id/index.php/jlg/ar ticle/view/365/422>. 
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aspek Access to Justice dalam pemenuhan nafkah anak di Pengadilan 

Agama
19

. 

4. Penelitian Rahma Pramudya Nawang Sari, Syarif Idris Pua Surabaya, 

Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, dan Ari Sutantriyati berjudul 

“Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah 

Perceraian di Desa Nanga” bertujuan mengkaji tanggung jawab nafkah 

anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan 

dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan nafkah anak 

tidak berjalan baik karena minimnya pemahaman agama, kondisi 

ekonomi yang lemah, serta pengaruh keluarga. Padahal, menurut KHI, 

ayah tetap wajib menafkahi anak hingga usia 21 tahun. Rendahnya 

pemahaman masyarakat mengenai kewajiban nafkah menyebabkan hak 

anak sering terabaikan, sehingga diperlukan edukasi dan penegakan 

hukum yang lebih tegas. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama 

membahas kewajiban nafkah anak dan hambatan pelaksanaannya. 

Perbedaannya, penelitian ini menyoroti faktor sosial-ekonomi di tingkat 

desa, sedangkan penelitian saya fokus pada Access to Justice dan 

implementasi hukum di Pengadilan Agama
20

. 

                                                           
19 Anjar  S C Nugr aheni, Diana Tantr i C, and Zeni Luthfiyah, „Kompar asi Hak Asuh Dan 

Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Per cer aian Di Pengadilan Neger i Dan Pengadilan 

Agama Kota Sur akar ta‟, 2.3 (2013), 61–70. 
20 Pr amudya Nawang Sar i and other s, „Per sepektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan 

Nafkah Anak Setelah Per cer aian Di Desa Nanga‟, 14 (2024), 1–12. 
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5. Penelitian Eka Ariyani dan Patimah berjudul “Pemberian Nafkah Mut‟ah 

dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama 

Majene Tahun 2017–2019)” bertujuan menganalisis pemberian nafkah 

mut‟ah dan iddah kepada mantan istri berdasarkan KHI dan hukum 

nasional. Menggunakan metode field research dengan pendekatan 

kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kewajiban tersebut 

telah diatur, besaran nafkah belum memiliki ketentuan khusus. Dalam 

praktiknya, hakim menentukan jumlah nafkah berdasarkan kemampuan 

suami, sikap istri, serta hasil persidangan. Kendala sering muncul ketika 

suami tidak mampu membayar sekaligus, sehingga pembayaran dilakukan 

secara bertahap dengan persetujuan istri. Penelitian ini mendorong 

perlunya regulasi yang lebih rinci dan penegakan hukum yang lebih 

konsisten. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama 

membahas kewajiban nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian 

ini fokus pada nafkah mut‟ah dan iddah, sedangkan penelitian saya 

menitikberatkan pada pemenuhan nafkah anak dan prinsip Access to 

Justice
21

. 

                                                           
21 Eka Ar iyani and other s, „Pember ian Nafkah Mut‟ah Dan Nafkah Idddah Pasca 

Per cer aian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)‟, 2019, 479–88. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Nafkah Anak 

1. Definisi Nafkah 

Nafkah anak dalam hukum positif Indonesia merujuk pada 

kewajiban orang tua untuk memberikan sejumlah bantuan atau dukungan 

finansial kepada anak-anak mereka, yang mencakup kebutuhan dasar 

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan
1
. Hal 

ini diatur dalam berbagai regulasi yang mengacu pada hak anak sebagai 

bagian dari perlindungan negara terhadap anak-anak, yang sering kali 

menjadi pihak yang paling rentan pasca perceraian orang tua
2
. Kewajiban 

nafkah anak ini tidak terputus meskipun pernikahan orang tua berakhir, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, khususnya pada Pasal 41 huruf (b), yang menyatakan bahwa 

meskipun hubungan suami istri telah berakhir, ayah tetap berkewajiban 

untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya
3
. 

Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai 

                                                           
1 Nadiyah Nadiyah, „Nafkah Anak Pasca Per cer aian‟, Jour nal of Islamic Law El Madani, 

1.2 (2023), 103–10 <https://doi.or g/10.55438/jile.v1i2.41>. 
2 Ellon Belwan Cor nelius Mau and Tontji Chr istian R afael, „R eview of the Legal 

Implications of Divor ce on Child Custody Ar r angements‟, Jur nal Por os Hukum Padjadjar an, 5.2 

(2024), 231–47 <https://doi.or g/10.23920/jphp.v5i2.1639>. 
3 Hilal Haitami Har ahap and Mhd. Yadi Har ahap, „Per lindungan Hukum Ter hadap Anak 

Dibawah Umur  Pasca Per cer aian Per spektif Undang-Undang Per lindungan Anak No 35 Tahun 

2014‟, Jur nal EL-QANUNIY: Jur nal Ilmu-Ilmu Kesyar iahan Dan Pr anata Sosial, 10.2 (2024), 

170–83 <https://doi.or g/10.24952/el-qanuniy.v10i2.12350>. 
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kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, terutama oleh 

ayah sebagai kepala keluarga
4
. 

Dalam hukum Islam, nafkah anak juga merupakan kewajiban orang 

tua, khususnya ayah, yang memiliki tanggung jawab utama dalam 

memenuhi kebutuhan dasar anak setelah perceraian
5
. Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (f), mantan suami tetap 

berkewajiban menanggung nafkah anak sesuai dengan kemampuannya
6
. 

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah yang harus dipenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan penuh tanggung jawab, bahkan setelah orang 

tua mereka berpisah
7
. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an 

Surah At-Talaq Ayat 6: 

سْكِنُوْهُنَّ 
َ
نْجُمْ  حَيْحُ  مِنْ  ا

َ
نْ  سَك مْ  م ِ

ُ
جْدِك ا وُّ

َ
وْهُنَّ  وَل قُوْا ثُضَاۤرُّ يْهِنَّ   لِجُضَي ِ

َ
 وَاِنْ  عَل

نَّ 
ُ
تِ  ك

ٰ
ول

ُ
نْفِقُوْا حَمْل   ا

َ
يْهِنَّ  فَا

َ
ى عَل هُنَّ   يَضَعْنَ  حَتّٰ

َ
رْضَعْنَ  فَاِنْ  حَمْل

َ
مْ  ا

ُ
ك

َ
ثوُْهُنَّ  ل

ٰ
 فَا

جُوْرَهُنَّ  
ُ
ثَمِرُوْا ا

ْ
مْ  وَأ

ُ
ٓٗ فَسَتُرْضِعُ  ثَعَاسَرْثُمْ  وَاِنْ  بِمَعْرُوْف    بَيْنَك ه 

َ
خْرٰى   ل

ُ
 ا

 

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika 

mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu 

maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

                                                           
4 Bar zah Latupono, „Per tanggungjawaban Hukum Ayah Ter hadap Anak Setelah 

Ter jadinya Per cer aian‟, 26.28 (2020), 242–50. 
5 Faiz Zainuddin and Ali Bur han, „Per spektif Hukum Islam Ter hadap Tanggungjawab 

(Hadhanah) Kepada Anak Ketika Or ang Tua Ber cer ai‟, Al-Adillah: Jur nal Hukum Islam, 3.1 

(2023), 44–51 <https://doi.or g/10.61595/aladillah.v3i1.488>. 
6 Per cer aian Di and Pengadilan Agama, „R ohmad Agus Solihin‟, 2 (2020). 
7 Muhammad R andy Hasibuan, „View of Islamic Law on The Maintenance of Childr en 

Against Par ents‟, Inter national Asia Of Law and Money Launder ing (IAML), 1.4 (2022), 265–69 

<https://doi.or g/10.59712/iaml.v1i4.49>. 
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baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal 

penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya. 

 

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, 

tanggung jawab ayah terhadap anak tetap ada, baik dalam bentuk 

pemberian nafkah maupun dalam hal lainnya. 

Nafkah anak dalam hukum Islam mencakup lebih dari sekadar 

kebutuhan materi, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak anak 

untuk mendapat pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang layak
8
. 

Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 

bersabda: 

فَى
َ
مَرْءِ  ك

ْ
نْ  إِخْمًا بِال

َ
عَ  أ   مَنْ  يُضَي ِ

ُ
 يَعُول

 

Artinya: Cukuplah seseorang berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang 

yang menjadi tanggungannya. 

 

Hadist ini menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada 

anak adalah hal yang sangat penting dalam Islam dan tidak boleh 

diabaikan, baik oleh ayah maupun ibu, tergantung pada peran masing-

masing setelah perceraian. 

Meskipun secara normatif hukum positif Indonesia dan hukum 

Islam telah menetapkan kewajiban nafkah anak, dalam praktiknya, 

seringkali terdapat kendala yang menghalangi pelaksanaannya
9
. Misalnya, 

                                                           
8 edi sur esman Nasywa, neneng malasar i. ummi kultsum, „Hak Nafkah Anak Dalam 

Per sepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang: Studi Kasus Gugatan Siswi Di Sidoar jo Ter hadap 

Ayahnya‟, 13.2 (2025). 
9 Yoga Her i Supr atno and other s, „TINJAUAN HUKUM ISLAM TER HADAP 

PENGABAIAN NAFKAH ANAK (Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indr a 

Jaya Kabupaten Pidie)‟, Jour nal of Physical Ther apy Science, 9.1 (2021), 17–23 
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banyak ayah yang tidak menunaikan kewajibannya dengan alasan 

kesulitan ekonomi, ketidakpedulian, atau bahkan menghindari tanggung 

jawab tersebut
10

. Di sisi lain, ibu sebagai pihak yang berhak menerima 

nafkah bagi anak juga sering kali menghadapi kesulitan dalam menuntut 

hak tersebut secara efektif, terutama jika tidak ada mekanisme penegakan 

hukum yang memadai
11

. Oleh karena itu, meskipun hukum telah 

menetapkan kewajiban nafkah anak secara tegas, implementasinya sering 

kali masih terhambat oleh berbagai faktor praktis yang perlu diperbaiki
12

. 

2. Komponen Pemenuhan Nafkah Anak 

Pemenuhan nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua, 

khususnya ayah setelah perceraian, yang mencakup berbagai komponen 

penting untuk memastikan kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi dengan 

layak. Nafkah anak tidak hanya terbatas pada kebutuhan materi semata, 

melainkan juga mencakup aspek psikologis, pendidikan, dan kesehatan 

anak yang harus dijaga demi perkembangan yang optimal
13

. Secara 

umum, terdapat beberapa komponen utama dalam pemenuhan nafkah 

                                                                                                                                                                
<http://dx.doi.or g/10.1016/j.neur opsychologia.2015.07.010%0Ahttp://dx.doi.or g/10.1016/j.visr es.

2014.07.001%0Ahttps://doi.or g/10.1016/j.humov.2018.08.006%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/p

ubmed/24582474%0Ahttps://doi.or g/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007%0Ahttps:>. 
10 Ahmad Zulfami, Annikmah Far ida, and Ika Tr isnawati, „Dan Kompilasi Hukum Islam 

(Studi Kasus Desa Qur nia Matar am Kec. Seputih Matar am Lampung Tengah)‟, IJSH: Indonesian 

Jour nal of Social and Humanities, 01.01 (2023), 20–31 

<https://jur nal.academiacenter .or g/index.php/IJSH>. 
11 Amitr i Dinar  Sar i, „Pengabaian Nafkah Anak Pascaper cer aian Or ang Tua Sebagai 

Penelantar an Anak‟, JISIP (Jur nal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6.3 (2022), 9925–32 

<https://doi.or g/10.58258/jisip.v6i3.3299>. 
12 Solihandr acem Solihandr acem, Muhammad Hasbi, and Yasniwati Yasniwati, 

„Pelaksanaan Pember ian Nafkah Anak Ber dasar kan Putusan Per cer aian Di Pengadilan Agama 

Padang‟, Unes Jour nal of Swar a Justisia, 7.3 (2023), 925–37 

<https://doi.or g/10.31933/ujsj.v7i3.390>. 
13 Elsa Aulia Dewi, „Tanggung Jawab Ayah Ter hadap Pemelihar aan Anak Setelah Suami 

Mengucapkan Ikr ar  Talak‟, 6.2 (2021), 147–62. 
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anak, yang meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat 

tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban nafkah ini diatur oleh 

hukum positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), yang memberikan dasar hukum bagi pemenuhan 

hak-hak dasar anak setelah perceraian orang tua
14

. 

Pertama, komponen yang paling mendasar dalam pemenuhan 

nafkah anak adalah kebutuhan makanan dan gizi. Anak memerlukan 

asupan gizi yang seimbang untuk tumbuh kembangnya, yang mencakup 

makanan yang bergizi dan layak. Hal ini sangat penting karena, menurut 

WHO (World Health Organization), kekurangan gizi pada anak dapat 

mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya, serta dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang berjangka panjang
15

. 

Oleh karena itu, dalam konteks nafkah anak, orang tua wajib memberikan 

makanan yang memadai untuk anak sesuai dengan kebutuhan usia dan 

kondisi kesehatannya
16

. 

Kedua, kebutuhan pakaian juga merupakan bagian integral dari 

nafkah anak yang harus dipenuhi. Pakaian yang layak tidak hanya 

                                                           
14 Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhr oh, „Pemenuhan Hak Anak Pasca 

Per cer aian Dalam Per spektif Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Per lindungan Anak 

Dan Kompilasi Hukum Islam‟, Jur nal Al-Hakim: Jur nal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syar iah, 

Hukum Dan Filantr opi, 4.2 (2022) <https://doi.or g/10.22515/jur nalalhakim.v4i2.5866>. 
15 Sonia Yekti Hapsar i and Misbahul Huda, „Obligation Of Giving Alimentation To 

Incr eased Childr en Due To Par ents‟ DIvor ce (Study of PT JAKAR TA Decision Number  

450/PDT/2019/PT DKI)‟, Jur nal Hukum Sehasen, 8.2 (2022), 63–68 

<https://doi.or g/10.37676/jhs.v8i2.3036>. 
16 Nyoto Nyoto and other s, „Pemenuhan Hak Anak Pasca Per cer aian Or ang Tua‟, Jur nal 

Dar ussalam: Jur nal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikir an Hukum Islam, 11.2 (2020), 479 

<https://doi.or g/10.30739/dar ussalam.v11i2.626>. 
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berfungsi untuk melindungi tubuh anak dari cuaca, tetapi juga 

mencerminkan martabat dan status sosial anak dalam masyarakat. 

Kewajiban ini termasuk penyediaan pakaian yang sesuai dengan 

perkembangan anak, baik dari segi ukuran, jenis, dan kualitas. Pakaian 

yang layak juga berkaitan dengan rasa nyaman dan percaya diri anak, 

yang sangat berpengaruh pada kesehatan mentalnya
17

. 

Selanjutnya, komponen pemenuhan nafkah anak yang tidak kalah 

penting adalah kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal yang layak dan 

aman sangat penting untuk memberikan rasa nyaman bagi anak, di mana 

ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tempat tinggal yang 

memenuhi standar layak huni seperti memiliki ventilasi yang baik, ruang 

yang cukup, serta fasilitas yang memadai sangat berperan dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 40% rumah tangga 

Indonesia masih menghadapi masalah kualitas rumah yang kurang 

memadai, dan ini berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak anak untuk 

mendapatkan tempat tinggal yang layak
18

. 

Pendidikan merupakan komponen berikutnya yang tak kalah 

penting dalam pemenuhan nafkah anak. Pendidikan adalah hak dasar yang 

harus diberikan kepada anak untuk memastikan masa depannya yang 

lebih baik. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (f), 

                                                           
17 Inggit Fitr iani, „Nafkah Anak Pasca Per cer aian Menur ut Ulama Mazhab‟, Tesis, 2017, 

29. 
18 Komnas HAM, Standar  Komnas HAM No. 11 Tahun 2022 Tentang Hak Atas Tempat 

Tinggal Yang Layak, 2022 <www.komnasham.go.id>. 
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diatur bahwa nafkah anak mencakup biaya pendidikan, yang harus 

dipenuhi oleh orang tua. Pendidikan bukan hanya meliputi biaya sekolah 

atau biaya pendidikan formal lainnya, tetapi juga mencakup fasilitas 

pendukung seperti buku, alat tulis, serta kebutuhan ekstrakurikuler yang 

dapat mendukung perkembangan intelektual anak. Menurut UNESCO, 

pendidikan adalah hak universal setiap anak, dan negara serta orang tua 

bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang setara dan 

berkualitas
19

. 

Hak nafkah anak terdiri dari berbagai komponen penting untuk 

mendukung tumbuh kembang anak. Nafkah anak mencakup kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan 

kesehatan. Anak berhak mendapatkan makanan bergizi yang sesuai 

dengan usia dan kebutuhan mereka. Ayah bertanggung jawab untuk 

memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Selain itu, 

pakaian yang layak dan sesuai dengan iklim serta sosial juga merupakan 

hak anak. Tempat tinggal yang aman dan nyaman penting untuk 

mendukung perkembangan anak secara fisik dan emosional
20

. 

  

                                                           
19 Ubaidillah Ibnu Mas‟ud, „Per pindahan Pemelihar aan Anak Yang Belum Mumayyiz 

Kepada Ayah Menur ut Kompilasi Hukum Islam ( Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . 

Mdn ) Anak . Undang-Undang Per kawinan Menyebutkan Bahwa Anak Yang Belum Ber umur  18 

Tahun‟, Konstitusi: Jur nal Hukum, Administr asi Publik, Dan Ilmu Komunikasi, 2.3 (2025), 276–

90. 
20 R onny Josua Limbong, Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok R entan 

Di Indonesia, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper ) Jur nal Online Inter nasional & 

Nasional Vol. 7 No.1, Januar i – Juni 2019 Univer sitas 17 Agustus 1945 Jakar ta, 2019, LIII 

<www.jour nal.uta45jakar ta.ac.id>. 
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3. Hak dan Kewajiban Nafkah Anak Setelah Perceraian 

Setelah perceraian, nafkah anak jadi hal penting untuk 

kesejahteraan anak. Tujuan hukum adalah memastikan anak tetap 

terlindungi oleh orang tua meski sudah bercerai. Di Indonesia, kewajiban 

nafkah anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam
21

.  

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 

meskipun perkawinan telah berakhir, ayah tetap harus memberikan nafkah 

untuk anak-anaknya. KHI Pasal 156 huruf (f) menegaskan bahwa mantan 

suami harus menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya setelah 

perceraian. Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tetap ada meskipun 

orang tua telah bercerai, karena hak-hak anak, termasuk kebutuhan dasar, 

harus tetap dipenuhi
22

. 

Hak nafkah anak terdiri dari berbagai komponen penting untuk 

mendukung tumbuh kembang anak. Nafkah anak mencakup kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan 

kesehatan. Anak berhak mendapatkan makanan bergizi yang sesuai 

dengan usia dan kebutuhan mereka. Ayah bertanggung jawab untuk 

memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Selain itu, 

pakaian yang layak dan sesuai dengan iklim serta sosial juga merupakan 

                                                           
21 Muhamad Hanif R ahman, „Ketentuan Nafkah Anak Setelah Or ang Tua Ber cer ai‟, 2024, 

5–9. 
22 Chazim Maksalina, „Hak Anak Pasca Per cer aian Or ang Tua Dalam Undang-Undang 

Dan SEMA‟ <https://pa-tilamuta.go.id/ar tikel/876-hak-anak-pasca-per cer aian-or ang-tua-dalam-

uu-dan-sema>. 
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hak anak. Tempat tinggal yang aman dan nyaman penting untuk 

mendukung perkembangan anak secara fisik dan emosional
23

. 

Kewajiban nafkah anak mencakup pendidikan sebagai hak dasar 

anak. Pendidikan diakui secara universal sebagai hak anak dalam hukum 

positif dan internasional. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pendidikan 

adalah bagian dari nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua, terutama 

ayah. Pendidikan yang layak meliputi biaya sekolah dan akses ke fasilitas 

seperti buku, alat tulis, dan kegiatan ekstrakurikuler. UNESCO 

menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus diberikan 

tanpa diskriminasi, dengan tanggung jawab negara dan orang tua untuk 

menyediakan pendidikan yang setara dan berkualitas
24

. 

Kesehatan juga merupakan salah satu komponen penting dalam 

pemenuhan nafkah anak. Anak membutuhkan akses yang cukup terhadap 

layanan kesehatan yang memadai, mulai dari imunisasi, perawatan 

kesehatan dasar, hingga layanan medis jika diperlukan. Pemenuhan hak 

kesehatan ini sangat penting, karena anak yang sehat akan memiliki 

kemampuan untuk belajar dan berkembang secara maksimal. Dalam 

banyak kasus, anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian kesehatan 

yang cukup cenderung mengalami keterlambatan perkembangan fisik dan 

kognitif, yang berpotensi mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa 

depan. World Health Organization (WHO) menekankan pentingnya 

                                                           
23 Anata R eyustina Almaidah, „Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Per cer aian‟, 2023, 544–

53. 
24 Lhatifa Ber liani, „Tinjauan Teor i Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Ber konflik Dengan 

Hukum‟, 2021, 167–86. 
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perawatan kesehatan untuk anak-anak, terutama di negara berkembang, 

untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal
25

. 

Kewajiban nafkah anak setelah perceraian tidak hanya terbatas 

pada kewajiban materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan 

sosial orang tua terhadap anak. Ayah sebagai pihak yang memiliki 

kewajiban utama dalam hal ini tidak hanya diharapkan memenuhi 

kebutuhan fisik anak, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek 

psikologis dan emosional anak. Perceraian seringkali menimbulkan 

dampak psikologis bagi anak, dan oleh karena itu, perhatian terhadap 

kebutuhan emosional dan mental anak sangat diperlukan. Dalam konteks 

ini, orang tua harus memastikan bahwa anak tetap merasa aman dan 

dicintai meskipun orang tua mereka telah berpisah
26

. 

Hukum memang mengatur kewajiban nafkah anak dengan jelas, 

tetapi dalam praktiknya, ada banyak hambatan untuk memenuhinya. 

Masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, dan penegakan hukum 

yang lemah sering menghalangi nafkah anak. Banyak mantan suami 

menghindari kewajiban atau tidak memberikan nafkah sama sekali, 

sehingga ibu sering menanggung beban ekonomi. Pengadilan Agama 

berperan penting dalam menegakkan hak anak melalui putusan yang 

memastikan nafkah dipenuhi. Penting untuk memperkuat mekanisme 

                                                           
25 Cik Mar hayani and other s, „Analisa Yur idis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum 

Positif Di Indonesia‟, Jur nal Legalitas, 2.2 (2024), 60–72 <https://doi.or g/10.58819/jle.v2i2.122>. 
26 Har diyanti, „Ketika Cinta Ber akhir  Tanggung Jawab Ter hadap Anak Tetap Ber lanjut‟ 

<https://hki.iainpar e.ac.id/en/blog/our -blog-1/ketika-cinta-ber akhir -tanggung-jawab-ter hadap-

anak-tetap-ber lanjut-23>. 
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eksekusi putusan dan memberikan akses hukum yang lebih baik bagi ibu 

dan anak untuk menuntut hak mereka
27

. 

 

B. Konsep Access to Justice 

1. Definisi Access to Justice 

Akses terhadap keadilan, atau Access to Justice, merujuk pada 

kemampuan setiap individu, khususnya mereka yang berada dalam 

kondisi sosial dan ekonomi yang lemah, untuk memperoleh keadilan dan 

perlindungan hukum secara efektif, transparan, dan adil
28

. Konsep ini 

mencakup hak individu untuk mengakses sistem hukum yang tersedia, 

sehingga mereka dapat menuntut hak-haknya dan memperoleh keputusan 

hukum yang adil tanpa adanya hambatan berarti, baik dari segi biaya, 

prosedur, maupun ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan. Akses 

terhadap keadilan mencakup lebih dari sekadar kemampuan untuk 

mengajukan gugatan atau proses hukum; hal ini juga melibatkan 

kemudahan dalam mendapatkan informasi hukum, bantuan hukum yang 

memadai, serta proses hukum yang tidak diskriminatif. Dengan 

demikian, akses terhadap keadilan bukan hanya soal mekanisme hukum 

yang tersedia, tetapi juga tentang memastikan bahwa sistem hukum 

                                                           
27 Gushair i, „Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Per cer aian Di Pr ovinsi R iau‟, 

Hukum Islam, 22.1 (2022), 23 <https://doi.or g/10.24014/jhi.v22i1.17198>. 
28 War d Ber enschot and Adr iaan Bedner , „Akses Ter hadap Keadilan : An Intr oduction to 

Indonesia ‟ s Str uggle to Make the Law Wor k for  Ever yone War d Ber enschot and Adr iaan 

Bedner ‟, 2010, 1–24. 
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tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang 

kurang beruntung atau rentan
29

. 

Secara teori, akses terhadap keadilan merupakan bagian dari hak 

asasi manusia, yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, 

seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 8, yang 

menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan akses ke 

pengadilan yang berwenang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan 

sosial, di mana sistem peradilan harus dapat memberikan perlindungan 

kepada semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, 

atau latar belakang mereka. Akses terhadap keadilan juga melibatkan 

adanya mekanisme yang dapat menjamin bahwa setiap individu, 

meskipun mereka tidak memiliki sumber daya yang besar, tetap dapat 

mendapatkan layanan hukum yang adil
30

. Salah satu cara untuk 

memastikan hal ini adalah dengan menyediakan bantuan hukum yang 

terjangkau atau bahkan gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar 

biaya pengacara, sehingga tidak ada satu pun warga negara yang 

terhambat dalam menuntut hak-haknya di hadapan hukum
31

. 

Implementasi akses terhadap keadilan juga mencakup 

keberlanjutan dan efektivitas proses hukum itu sendiri. Hal ini berarti 

bahwa tidak hanya pada saat permulaan kasus diajukan ke pengadilan, 

                                                           
29 Dio Ashar  Wicaksana Er win Natosmal Oemar  Siti R akhma Mar y Her wat, Indeks Akses 

Ter hadap Keadilan Di Indonesia 2019, 2020. 
30 Gushair i. 
31 Luqman Ma`r uf Haqiqi and Fakultas Hukum, Pember ian Bantuan Hukum Secar a Cuma-

Cuma Kepada Ter dakwa Yang Tidak Mampu Dalam Kasus Nar kotika (Studi Kasus Di Pengadilan 

Neger i Ungar an), 2016. 
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tetapi juga sepanjang jalannya proses hukum, akses terhadap keadilan 

harus tetap dijaga. Prosedur hukum yang berlarut-larut, biaya yang 

tinggi, serta kesulitan dalam memahami hukum menjadi tantangan yang 

sering kali menghalangi individu untuk mendapatkan haknya
32

. Oleh 

karena itu, sistem hukum yang baik harus dapat menyederhanakan proses 

hukum, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan menyediakan informasi 

yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk bagi mereka 

yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dengan demikian, kesadaran 

tentang akses terhadap keadilan harus dipahami sebagai kebutuhan 

mendasar bagi tercapainya keadilan yang setara bagi seluruh lapisan 

masyarakat
33

. 

Akses terhadap keadilan di Indonesia penting karena masih ada 

kesenjangan dalam mendapatkan sistem hukum yang adil. Kesenjangan 

ini disebabkan oleh biaya tinggi, kurangnya pengetahuan hukum, dan 

akses terbatas ke pengacara serta layanan hukum berkualitas. Untuk 

meningkatkan akses keadilan, diperlukan perbaikan sistem peradilan, 

pemberdayaan masyarakat agar memahami hak-hak mereka, dan 

peningkatan layanan hukum di semua daerah. Sistem peradilan yang 

terbuka dan adil, terutama untuk yang kurang mampu, adalah kunci 

untuk mencapai keadilan yang sejati.  

                                                           
32 Er win Endah R antau Itasar i, „R efor masi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: 

Tantangan Dan Pr ospek Pengembangan Sistem Per adilan Di Indonesia‟, Jur nal Cahaya 

Mandalika, 2024, 5–24. 
33 Adam Hadi Kusnadi, „Tantangan Ter kini Dalam Sistem Hukum Indonesia‟, Tugas 

Mahasiswa Hukum, 1.1 (2023) 

<https://cour sewor k.uma.ac.id/index.php/hukum/ar ticle/view/339%0Ahttps://cour sewor k.uma.ac.

id/index.php/hukum/ar ticle/download/339/256>. 
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2. Prinsip Prinsip Access to Justice 

Akses terhadap keadilan merupakan aspek fundamental dalam 

sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan setiap individu dapat 

memperoleh perlindungan hukum yang adil dan efektif. Konsep ini 

memiliki berbagai prinsip yang mendasari pelaksanaannya, yang tidak 

hanya terkait dengan kemampuan individu untuk mengakses proses 

hukum, tetapi juga terkait dengan bagaimana sistem peradilan itu sendiri 

dapat diakses, digunakan, dan memberikan keputusan yang adil tanpa 

adanya hambatan yang signifikan
34

. Prinsip-prinsip ini penting dalam 

memastikan bahwa keadilan dapat dicapai secara merata, tanpa 

diskriminasi, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, 

terutama mereka yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, terdapat 

beberapa prinsip utama dalam Access to Justice yang perlu diterapkan 

dalam sistem hukum, yaitu prinsip kesetaraan, transparansi, aksesibilitas, 

bantuan hukum yang memadai, dan efisiensi. 

a. Prinsip Kesetaraan dalam Akses terhadap Keadilan 

Prinsip kesetaraan merupakan salah satu prinsip dasar dalam 

Access to Justice yang menekankan bahwa setiap individu harus 

memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses sistem peradilan 

tanpa diskriminasi
35

. Tidak ada individu yang boleh dibedakan 

                                                           
34 Dir ektor at Hukum dan R egulasi Kementer ian PPN/Bappenas R I, Indek Akses Ter hadap 

Keadilan Di Indonesia Tahun 2021, 2021. 
35 Ahmad Ihsan Amr i and Bayu Dwi Anggono, „Al-Syakhsiyyah IMPLEMENTASI ASAS 

EQUALITY BEFOR E THE LAW ( Sebuah Per bandingan Sistem Per adilan Pidana Di Indonesia 

Dan Negar a Lain ) Ahmad Ihsan Amr i , 1 Bayu Dwi Anggono , 2 Fakultas Hukum Univer sitas 
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berdasarkan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, agama, atau ras 

dalam mendapatkan haknya melalui hukum. Prinsip ini bertujuan 

untuk menghapus penghalang akses keadilan. Sesuai Pasal 7 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semua orang berhak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, sehingga 

meskipun berbeda latar belakang, mereka tetap berhak mendapatkan 

perlindungan hukum yang setara. 

Di Indonesia, prinsip kesetaraan tercermin dalam berbagai 

peraturan nasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kesamaan di 

hadapan hukum bagi semua warga negara. Penerapan prinsip ini 

terlihat dalam hukum yang adil dan tidak memihak, serta kebijakan 

yang melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan untuk 

mendapatkan keadilan yang setara. Tanpa prinsip kesetaraan, akses 

keadilan tidak akan bisa tercapai secara menyeluruh, karena hanya 

kelompok tertentu yang bisa memanfaatkan sistem hukum, sementara 

yang lain terabaikan. 

b. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Hukum 

Prinsip transparansi adalah prinsip yang menekankan 

pentingnya keterbukaan dalam semua tahap proses peradilan. Setiap 

individu yang terlibat dalam proses hukum berhak untuk mengetahui 

secara jelas dan terbuka mengenai jalannya perkara hukum, mulai 

                                                                                                                                                                
Jember  PENDAHULUAN Indonesia Adalah Negar a Konstitus‟, Al-Syakhsiyyah Jour nal of Law 

& Family Studies, 5.1 (2024), 85–95 <https://doi.or g/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>. 
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dari tahapan awal hingga keputusan akhir
36

. Transparansi ini juga 

mencakup penyediaan informasi yang cukup bagi masyarakat 

mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum yang harus dijalani, serta 

hasil dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan. 

Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 10, 

"setiap orang berhak untuk didengar secara terbuka oleh pengadilan 

yang berwenang"
37

. Hal ini menegaskan pentingnya keterbukaan 

dalam proses hukum agar tidak ada yang merasa diperlakukan secara 

tidak adil atau sembunyi-sembunyi
38

. 

c. Prinsip Aksesibilitas dalam Akses terhadap Keadilan 

Prinsip aksesibilitas sangat penting agar semua orang dapat 

mengakses sistem hukum, terutama yang dalam keadaan sosial atau 

ekonomi lemah. Aksesibilitas berarti memudahkan orang 

mendapatkan informasi hukum dan masuk ke peradilan. Juga berarti 

menyediakan saluran komunikasi yang jelas untuk masyarakat 

menyampaikan keluhan atau kasus mereka. Ini penting karena tidak 

semua orang dapat memahami prosedur hukum yang rumit atau 

membayar pengacara. 

                                                           
36 Sandi Pr atama Har diyan, „Per spektif Hukum Dalam Keter bukaan, Tr anspar ansi, 

Pr opor sional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontr ak Pengadaan Bar ang Dan Jasa Pemer intah‟, 

2023. 
37 Novita Mar ia Ticoalu, Cor nelis Dj. Massie, and Josepus J. Pinor i, „Analisis Yur idis 

Ter hadap Tr anspar ansi Pemer intah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (Ham) Di 

Indonesia‟, Lex Administr atum, 11.04 (2023), 5. 
38 Har isman Mhd Faiz Yushar , „Kemandir ian Dan Tr anspar ansi Hakim Dalam Mengadili 

Per kar a Di Indonesia Dan Thailand : Analisis Per bandingan Pr aktik Per adilan Independence and 

Tr anspar ency of Judges in Adjudicating Cases in Indonesia and Thailand : A Compar ative 

Analysis of Judicial‟, Per adilan Islam, V.3 (2024), 58–70 

<https://doi.or g/10.1017/als.2020.22.6>. 
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Aksesibilitas layanan hukum dapat diwujudkan dengan 

menyediakan bantuan hukum yang terjangkau, baik dari segi biaya 

maupun prosedur. Banyak orang membutuhkan bantuan hukum, 

terutama yang tidak mampu membayar pengacara. Bantuan hukum 

ini bisa diberikan oleh negara atau lembaga swadaya masyarakat
39

. 

Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah 

membuat program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Program 

ini bertujuan agar mereka bisa mengakses pengadilan dan 

mendapatkan perlindungan hukum tanpa biaya yang mahal
40

. Selain 

itu, penyederhanaan prosedur hukum dan penggunaan teknologi juga 

merupakan langkah penting untuk meningkatkan aksesibilitas bagi 

masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi atau di 

kalangan kelompok rentan. 

d. Prinsip Bantuan Hukum yang Memadai 

Bantuan hukum yang memadai merupakan bagian integral dari 

prinsip akses terhadap keadilan, yang memastikan bahwa setiap 

individu, terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka, dapat 

mengakses bantuan hukum yang cukup untuk membela hak-haknya. 

Ketersediaan bantuan hukum yang memadai sangat penting, terutama 

bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara, karena 

                                                           
39 E A Syafiqoti, „Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan 

Hukum Di Pengadilan Neger i Pemalang‟, Asian Jour nal of Law and Humanity, 2022. 
40 Simson Ponimen Silitonga and Par luhutan Sagala, „Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-

Cuma Bagi Masyar akat Kur ang Mampu Di Indonesia: Studi Empir is Dan Analisis Implementasi 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011‟, Jur nal Sosial Humanior a Dan Pendidikan, 4.1 (2025), 

113–27 <https://doi.or g/10.55606/inovasi.v4i1.4193>. 
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tanpa bantuan ini, mereka akan kesulitan untuk mengakses proses 

hukum yang adil. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk 

menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan, 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial
41

. 

Bantuan hukum yang baik meliputi lebih dari sekadar 

pengacara; ini juga mencakup informasi jelas tentang hak-hak 

hukum, prosedur yang harus diikuti, dan akses ke pengadilan yang 

adil. Bentuk bantuan ini dapat disediakan oleh pemerintah atau 

lembaga non-pemerintah yang memberikan layanan hukum gratis 

atau murah untuk orang yang kurang mampu. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah 

Indonesia telah menetapkan dasar hukum untuk menyediakan 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin, agar semua orang dapat 

mengakses keadilan tanpa masalah biaya. 

e. Prinsip Efisiensi dalam Proses Peradilan 

Efisiensi dalam proses peradilan adalah prinsip yang 

menekankan pentingnya penyelesaian perkara secara cepat dan tepat, 

tanpa mengurangi kualitas keputusan yang diambil. Proses hukum 

yang efisien akan mengurangi beban bagi individu yang terlibat 

dalam peradilan, terutama bagi mereka yang sudah terpinggirkan 

secara sosial dan ekonomi. Efisiensi ini tidak hanya mengacu pada 

kecepatan, tetapi juga pada kejelasan dan kepastian dalam setiap 

                                                           
41 M R ezki Saputr a and other s, „BANTUAN HUKUM MER UPAKAN KEWAJIBAN 

NEGAR A DALAM MEMENUHI HAK‟, 01 (2024), 50–53. 
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tahapan hukum. Penyelesaian perkara yang terlalu lama dapat 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan 

berpotensi memperburuk situasi bagi pihak-pihak yang terlibat
42

. 

3. Tantangan Access to Justice di Pengadilan Agama 

Implementasi prinsip Access to Justice di Indonesia, khususnya 

dalam konteks Pengadilan Agama, menghadapi berbagai tantangan yang 

berkaitan dengan sistem peradilan, aksesibilitas, dan kesadaran hukum 

masyarakat. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk menangani perkara keluarga Islam, termasuk 

perceraian, nafkah anak, waris, dan masalah-masalah lainnya yang 

berkaitan dengan hukum Islam, memiliki peran penting dalam 

menyediakan akses keadilan bagi masyarakat. Namun, meskipun terdapat 

dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, serta prinsip-prinsip akses terhadap keadilan 

yang tertuang dalam berbagai peraturan internasional dan nasional, 

pelaksanaan Access to Justice di Pengadilan Agama tetap menghadapi 

sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya
43

. 

a. Keterbatasan Aksesibilitas Fisik dan Geografis 

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan akses terhadap 

keadilan di Pengadilan Agama adalah keterbatasan aksesibilitas fisik, 

terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau 

                                                           
42 Adnianty Sur ya and Ar is Setyo Nugr oho, „Implementasi E-Cour t Dalam Meningkatkan 

Efisiensi Pr oses Per adilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sr agen)‟, 2025, 145–57. 
43 Widiana E K A Putr i and other s, „Implementasi Access Justice Atas Pemenuhan Hak 

Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan‟, 
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wilayah yang jauh dari pusat peradilan. Indonesia, dengan kondisi 

geografis yang sangat luas dan tersebar, menghadirkan tantangan 

besar bagi masyarakat yang harus menempuh jarak jauh untuk 

mencapai Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tercatat dalam 

Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 60% populasi Indonesia 

tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota besar, yang 

mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengakses layanan hukum, 

termasuk layanan dari Pengadilan Agama. Terutama bagi masyarakat 

miskin, biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan untuk datang 

ke pengadilan menjadi hambatan utama dalam memperoleh keadilan. 

Meskipun beberapa daerah telah menerapkan layanan pengadilan 

keliling, hal ini belum sepenuhnya mengatasi masalah keterbatasan 

aksesibilitas yang ada
44

. 

b. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur 

Pengadilan Agama menghadapi tantangan besar dalam 

mencapai akses keadilan karena terbatasnya sumber daya manusia 

dan infrastruktur. Di daerah padat penduduk, jumlah hakim dan staf 

sering tidak mencukupi untuk menangani meningkatnya jumlah 

kasus. Pada tahun 2020, lebih dari 400. 000 perkara masuk, tetapi 

penyelesaiannya bervariasi. Hal ini menyebabkan penundaan dan 

sulitnya akses bagi masyarakat yang memerlukan keputusan cepat. 

Selain itu, infrastruktur di beberapa Pengadilan Agama buruk, 

                                                           
44 Dimas Wijaya Kusuma, Nety Her mawati, and Moelki Fahmi Ar dliansyah, „Tantangan 

Pener apan Sistem E-Cour t Dalam Mengatasi Per soalan Per data Pada Masyar akat Lokal‟, Jur nal 
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dengan fasilitas yang tidak ramah penyandang disabilitas, 

membuatnya semakin sulit diakses, terutama bagi yang ekonominya 

lemah
45

. 

c. Biaya Tinggi dan Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum 

Biaya pengadilan yang besar menghambat akses terhadap 

keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun 

Pengadilan Agama menawarkan tarif yang lebih terjangkau, biaya 

untuk administrasi dan pengacara tetap menjadi tanggungan. Banyak 

individu memilih untuk tidak mengajukan tuntutan hukum karena 

keterbatasan finansial. Di samping itu, minimnya pemahaman 

mengenai hak-hak hukum membuat masyarakat merasa ragu atau 

tidak mengetahui cara untuk memperoleh bantuan hukum. 

d. Tantangan Hukum Prosedural yang Kompleks 

Selain masalah aksesibilitas fisik dan sumber daya terbatas, 

tantangan lainnya dalam mencapai akses keadilan di Pengadilan 

Agama adalah prosedur hukum yang dianggap rumit dan sulit 

dipahami oleh banyak orang. Banyak individu, terutama yang tidak 

memiliki latar belakang hukum, merasa kesulitan memahami dan 

mengikuti prosedur pengadilan. Hal ini membuat mereka merasa 

terpinggirkan dan kesulitan mengakses keadilan. Ketidakpahaman ini 

kadang-kadang menyebabkan mereka gagal mengajukan perkara atau 

menyelesaikan masalah hukum dengan benar. Prosedur yang 
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kompleks dan panjang juga memperlambat penyelesaian perkara, 

berdampak negatif terhadap keadilan yang seharusnya cepat dan 

efisien. 

e. Penyelesaian dan Upaya Perbaikan untuk Meningkatkan Akses 

terhadap Keadilan di Pengadilan Agama 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, sejumlah 

reformasi dan perbaikan dalam sistem peradilan di Pengadilan 

Agama perlu dilakukan. Salah satu upaya yang dapat diambil adalah 

dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di 

Pengadilan Agama
46

. Ini mencakup pelatihan bagi hakim, panitera, 

dan staf pengadilan untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih 

baik, serta untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Selain 

itu, pengembangan infrastruktur dan fasilitas di Pengadilan Agama 

harus diperhatikan agar lebih ramah dan aksesibel bagi semua pihak, 

termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik
47

. 

Penggunaan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan 

untuk mengatasi masalah aksesibilitas dan efisiensi. Sistem e-court 

yang diterapkan oleh Mahkamah Agung telah memberikan kontribusi 

positif dalam memudahkan masyarakat dalam mengajukan perkara 

                                                           
46 Agus R ianto, „MENGKAJI R EFOR MASI HUKUM DI LINGKUNGAN PER ADILAN 

AGAMA‟, Educacao e Sociedade, 1.1 (2016), 1689–99 

<http://www.biblioteca.pucminas.br /teses/Educacao_Per eir aAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.or g
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47 Nur  Alfi Khotamin, Ahmad Mukhlishin, and Siti Nur janah, „Tinjauan Yur idis Ter hadap 
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dan memantau proses peradilan secara online, tanpa harus datang 

langsung ke pengadilan. Penggunaan teknologi ini juga membantu 

mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk 

mengakses layanan pengadilan, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan Access to Justice di Pengadilan Agama
48

.  

                                                           
48 Asep Nur sobah, „Pemanfaatan Teknologi Infor masi Untuk Mendor ong Per cepatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

pendekatan yang terstruktur, rasional, dan terencana untuk mengumpulkan, 

mengolah, serta menganalisis data, guna memperoleh kesimpulan dengan 

menggunakan metode atau teknik tertentu, dalam rangka mencari solusi atas 

permasalahan yang ada
1
. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. 

Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami 

fenomena sosial secara mendalam dengan mengumpulkan data deskriptif 

dan memeriksa pola-pola yang muncul dalam konteks tertentu. Penelitian 

ini berfokus pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dilihat dari 

perspektif akses terhadap keadilan (Access to Justice). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi 

hambatan hambatan dalam pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, 

khususnya di Pengadilan Agama Kota Metro, untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan tersebut
2
. 

  

                                                           
1 Kar imuddin Abdullah Misbahul Jannah and other s, Metodologi Penelitian Kuantitatif 

Metodologi Penelitian Kuantitatif, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 2017. 
2 Yama. p Sumbodo and other s, Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian 

Kuantatif, Kualitatif Dan Campur an, Metode Penelitian Kualitatif, 2024, I. 



37 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena, kejadian, atau peristiwa yang terjadi pada saat 

ini. Penelitian deskriptif dalam konteks ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan 

dari masyarakat atau subjek yang diamati. Fokus penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dilihat 

dari perspektif akses terhadap keadilan (Access to Justice) di Pengadilan 

Agama Kota Metro. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana 

sistem hukum dan prosedur yang ada berpengaruh terhadap pemenuhan 

hak nafkah anak setelah perceraian
3
. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seorang yang 

memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan 

penelitian. Adapun sumber data tersebut yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi atau fakta 

yang diperoleh langsung terkait dengan topik penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang 

melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu serta 1 Hakim 

dan 1 Panitra di Pengadilan Agama Kota Metro. Wawancara ini bertujuan 

                                                           
3 Ahmad fauzi and other s, Metodologi Penelitian. 
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untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan 

hukum dan kebijakan terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan tema pemenuhan nafkah anak pasca 

perceraian dalam perspektif Access to Justice. Sumber-sumber tersebut 

meliputi : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak, 

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI),  

d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Seluruh bahan hukum tersebut dijadikan dasar analisis dalam 

memahami pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dan 

upaya peradilan agama dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi 

anak.
4
. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu;
 5

. 

                                                           
4 Achmad Ir wan Hamzani and other s, „Legal R esear ch Method: Theor etical and 
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1. Wawancara (Interview), tehnik wawancara adalah metode yang dilakukan 

dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait. peneliti 

menggunakan wawancara semi-terstruktur, dimana pewawancara memiliki 

daftar pertanyaan utama namun bebas mengajukan pertanyaan lanjutan 

berdasarkan jawaban narasumber untuk menggali lebih informasi lanjut. 

Wawancara ini dilakukan dengan hakim pengadilan agama, pihak 

penggugat dan mantan suami. 

2. Dokumentasi, Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat 

berupa peraturan perundang-undangan, hasil putusan, foto, catatan resmi, 

laporan, maupun data tertulis lainnya yang mendukung pembahasan 

penelitian. Melalui teknik ini, peneliti diharapkan memperoleh data 

tambahan sebagai pelengkap hasil wawancara. 

 

D. Tehnik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Metode 

kualitatif digunakan dalam penelitian ini, di mana data yang diperoleh 

diuraikan secara rinci disertai pembahasan, dan hasil analisis tersebut 

kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini mengadopsi metode 

kualitatif karena tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi berdasarkan 

berbagai teori yang relevan dengan topik yang diteliti. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan pendekatan induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari 
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informasi yang bersifat khusus, kemudian dianalisis untuk menarik 

kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pengetahuan 

mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif akses 

terhadap keadilan di Pengadilan Agama Kota Metro
6
. 

                                                           
6 Zuchr i Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Educacao e Sociedade, 2016, I 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Agama Kota Metro 

Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja di 

lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar‟iyah di Luar Jawa-Madura. Pada awal berdirinya, 

kantor Pengadilan Agama Metro beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 

217 Kota Metro hingga tahun 2008, dengan cakupan wilayah hukum 

mencakup Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi Metro, Lampung 

Timur, dan Lampung Tengah. Namun pada tahun 2002, pasca pemekaran 

Kabupaten Lampung Tengah dan perubahan status Kota Metro menjadi Kota 

Administratif, dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang selanjutnya 

bertugas menangani wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 

 Kemudian pada tahun 2009, kantor Pengadilan Agama Metro pindah 

ke Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota 

Metro dengan menempati gedung baru yang telah disesuaikan dengan 

prototipe yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Pembangunan gedung 

tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008–2009 melalui DIPA 

Pengadilan Agama Metro berdasarkan IMB Nomor 1/K.2/IMB/2009 tanggal 

5 Januari 2009. Selanjutnya pada tahun 2018, setelah terbentuknya 

Pengadilan Agama Sukadana di Lampung Timur, wilayah hukum Pengadilan 
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Agama Metro menyempit dan hanya mencakup satu kota, yaitu Kota Metro 

yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. 

Pengadilan Agama Metro pertama kali dipimpin oleh K.H. Husen 

yang menjabat selama 14 (empat belas) tahun sejak 1960 hingga 1974. 

Hingga saat ini, telah terjadi 21 (dua puluh satu) kali pergantian 

kepemimpinan, yaitu: K.H. Husen (1960–1974), H.M. Sanusi, BA. (1974–

1979), K.H. Zubair Nur (1980–1981), H. Abdullah Dhia, S.H. (1982–1983), 

Drs. Zainuddin (1983–1987), Drs. Fachrurrozi Harli (1987–1990), Drs. H. 

Samarcondy Nawawi (1992–1995), Drs. Mufti Hamzah (1995–2000), Drs. 

Husna Runun, MA. (2000–2003), Drs. Samsul Ma‟arif, S.H. (2004–2005), 

Drs. Ahmad Choiran Arif, M.H. (2005–2006), Drs. Mohd. Senil Jahidan 

(2006–2010), Drs. H. Muhaimin, M.H. (2010–2013), H. Muhsin Yamashita 

(2013–2014), Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. (2014–2016), Drs. Ikhsan, 

S.H., M.H. (2016–2017), Drs. H. Ma‟muri, S.H., M.S.I. (2017–2020), Drs. H. 

Abd. Malik, S.H., M.S.I. (2020–2021), Drs. H.M. Kahfi, S.H., M.H. (2021–

2022), Drs. H. Mahyuda, M.H. (2022–2023), Senen, S.Ag., M.H. (2023–

2025), dan sebagai Ketua saat ini adalah H. Zumrowi, S.Ag., M.H. yang 

menjabat sejak Juni 2025. 

1. Struktur Organisasi 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA memiliki susunan struktur 

organisasi yang tersusun secara sistematis dan terkoordinasi. Adapun 

uraian mengenai struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 



43 

 

 

 

2. Tugas dan Fungsi 

Pengadilan Agama Metro mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 
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b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama Metro. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. 

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 

deposito / tabungan dan sebagainya. 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan 

sebagainya. 

 

B. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama 

Metro 

Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas 

mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian. 

Padahal, pasca perceraian terdapat sejumlah kewajiban yang tetap harus 

dipenuhi oleh suami, antara lain pemberian nafkah iddah, mut‟ah, serta 

kewajiban utama berupa nafkah anak yang ditinggalkan. Dalam praktiknya, 
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sering kali suami tidak dimintai pertanggungjawaban terkait kewajiban 

tersebut, khususnya apabila tidak diajukan dalam gugatan oleh pihak istri
1
. 

Pada perkara perceraian, Pengadilan Agama melalui hakim pada 

umumnya langsung menjatuhkan putusan sekaligus menetapkan besaran 

biaya yang harus ditanggung oleh suami apabila hal tersebut dimohonkan 

oleh istri, demikian pula sebaliknya. Namun, dalam realitasnya masih 

ditemukan ayah yang mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah 

kepada anak setelah perceraian. Meskipun anak berada dalam pengasuhan 

ibu, ayah tetap berkewajiban menunaikan nafkah anak hingga anak tersebut 

dewasa atau menikah. Di sisi lain, ibu juga dapat dibebani tanggung jawab 

pembiayaan pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2
. 

Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah s.w.t agar orang tua tetap 

memperhatikan kebutuhan anak, terutama mereka yang berada di bawah 

pengasuhan ibu, sesuai dengan Al qur‟an Surat Ath-Thalaq ayat 6 : 

سْكِنُوْهُنَّ 
َ
نْجُمْ  حَيْحُ  مِنْ  ا

َ
نْ  سَك مْ  م ِ

ُ
جْدِك ا وُّ

َ
وْهُنَّ  وَل قُوْا ثُضَاۤرُّ يْهِنَّ   لِجُضَي ِ

َ
 وَاِنْ  عَل

نَّ 
ُ
تِ  ك

ٰ
ول

ُ
نْفِقُوْا حَمْل   ا

َ
يْهِنَّ  فَا

َ
ى عَل هُنَّ   يَضَعْنَ  حَتّٰ

َ
رْضَعْنَ  فَاِنْ  حَمْل

َ
مْ  ا

ُ
ك

َ
ثوُْهُنَّ  ل

ٰ
 فَا

جُوْرَهُنَّ  
ُ
ثَمِرُوْا ا

ْ
مْ  وَأ

ُ
ٓٗ فَسَتُرْضِعُ  ثَعَاسَرْثُمْ  وَاِنْ  بِمَعْرُوْف    بَيْنَك ه 

َ
خْرٰى   ل

ُ
 ا

 

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika 

mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu 

                                                           
1 Putr i Widi Astuti and Tr i Pr astio, „Post-Divor ce R ights of Women and Childr en‟, 1.2 

(2022), 203–13. 
2 Aulivia Adjani and Abdul Salam, „Kedudukan Ibu Dalam Pelaksanaan Pembiayaan 

Pemelihar aan Anak Pasca Per cer aian Pada Per kawinan Campur an‟, 27.Apr il (2023), 21–31. 
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maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal 

penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya. 

 

Dalam ayat alquran tersebut, dijelaskan bahwa anak merupakan 

kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, karena merekalah 

pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian orang tua. 

Oleh karena itu, apabila hak nafkah anak tidak terpenuhi atau mantan suami 

tidak bersedia memberikan nafkah secara sukarela, Pengadilan Agama 

memiliki kewenangan untuk memberikan teguran maupun menjatuhkan 

sanksi perdata. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. 

Selaku hakim Pengadilan Agama Kota Metro, Menyatakan bahwa 

pemenuhan nafkah anak dalam perkara perceraian pada prinsipnya sangat 

bergantung pada adanya permintaan dari para pihak, khususnya pihak istri 

sebagai pengasuh anak. Hakim terikat pada asas ultra petita, yaitu larangan 

untuk memutus perkara melebihi apa yang diminta dalam posita dan petitum 

gugatan. Oleh karena itu, apabila dalam gugatan perceraian tidak 

dicantumkan tuntutan mengenai nafkah anak, maka hakim tidak memiliki 

kewenangan untuk secara serta-merta menetapkannya dalam amar putusan
3
. 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan bapak Muhammad Djulizar, 

S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa istri 

dapat mengajukan gugatan baru terkait pemenuhan hak nafkah anak yang 

                                                           
3 Bapak Nur  said, Hakim Pengadilan Agama Metr o Kelas IA Wawancar a 15 Desember  

2025 Pukul 16:10 WIB 
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tidak terpenuhi. Gugatan tersebut akan melalui proses mediasi terlebih 

dahulu. Apabila setelah beberapa waktu kewajiban tersebut tetap tidak 

dilaksanakan, maka dapat dilakukan eksekusi dengan terlebih dahulu 

memberikan teguran sebanyak tiga kali. Penyitaan harta benda hanya dapat 

dilakukan apabila terdapat data dan bukti yang jelas mengenai aset yang akan 

dieksekusi. Namun hingga saat ini, belum ada pihak yang mengajukan 

gugatan semacam itu.
4
 

Beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini belum pernah ditemukan 

perkara di Pengadilan Agama Kota Metro yang berkaitan dengan putusan 

nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan, 

kemudian diajukan upaya hukum lanjutan. Pada umumnya, apabila ayah 

memiliki kemampuan ekonomi, kewajiban nafkah anak tetap dilaksanakan 

secara sukarela. Sebaliknya, apabila ayah tidak memiliki kemampuan 

ekonomi, maka tidak terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan atas 

ketidakmampuan tersebut, karena kewajiban nafkah anak berada dalam ranah 

hukum perdata. 

Dalam kondisi tertentu, hakim memiliki kewenangan ex officio untuk 

menetapkan kewajiban nafkah anak, khususnya apabila anak secara nyata 

berada dalam pengasuhan ibu. Kewenangan ini dilandasi oleh prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) serta didukung 

oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan rumusan kamar agama 

Mahkamah Agung. Namun demikian, kewenangan ex officio tersebut tidak 

                                                           
4 Bapak Muhammad Djulizar, Panitra Pengadilan Agama Metr o Kelas IA Wawancar a 15 

Desember  2025 Pukul 16:30 WIB 
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dapat diterapkan secara mutlak, terutama apabila berkaitan dengan penetapan 

nafkah anak tanpa adanya tuntutan, karena tetap berpotensi melanggar asas 

ultra petita. 

Beliau juga menegaskan bahwa kewajiban ayah untuk memberikan 

nafkah kepada anak memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Pasal 156 

huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 149 huruf d KHI, serta 

Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya 

pemeliharaan anak. Dalam praktik persidangan, seluruh dasar hukum tersebut 

menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara nafkah anak, sepanjang 

terdapat permintaan yang jelas dari para pihak. 

Dalam menentukan besaran nafkah anak, hakim mempertimbangkan 

dua aspek utama, yaitu kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar anak. 

Kemampuan ekonomi ayah idealnya dibuktikan melalui alat bukti yang sah, 

seperti slip gaji atau keterangan penghasilan. Namun, dalam banyak perkara 

kemampuan ekonomi tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti. 

Apabila penghasilan ayah tidak jelas, hakim dapat menggunakan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai standar pembanding dalam 

menentukan besaran nafkah anak. Penetapan tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan usia anak dan tingkat kebutuhannya. Selain itu, hakim pada 

umumnya menetapkan adanya kenaikan nafkah sebesar 10–20% setiap tahun 

sebagai bentuk antisipasi terhadap inflasi dan peningkatan kebutuhan hidup 

anak. Hakim juga menegaskan bahwa nafkah anak yang ditetapkan dalam 



49 

 

putusan berada di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga kedua jenis 

biaya tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayah secara terpisah. 

Terkait pelaksanaan putusan nafkah anak, hakim menjelaskan bahwa 

upaya paksa berupa eksekusi tidak dapat dilakukan secara otomatis. 

Penyitaan harta hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat permohonan dari 

pihak istri, disertai bukti yang jelas bahwa suami memiliki harta yang dapat 

disita. Sebelum dilakukan penyitaan, Pengadilan akan terlebih dahulu 

memberikan teguran (aanmaning) hingga tiga kali kepada pihak ayah agar 

melaksanakan kewajibannya secara sukarela. 

Hakim juga menegaskan bahwa tidak semua harta dapat dijadikan 

objek sita. Harta yang menjadi satu-satunya alat pencaharian ayah, seperti 

kendaraan yang digunakan untuk bekerja sebagai ojek, tidak diperkenankan 

untuk disita. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan nafkah anak atau 

permohonan eksekusi, pihak istri perlu mempertimbangkan terlebih dahulu 

kondisi finansial suami agar tidak menimbulkan kerugian waktu dan biaya. 

Dalam perspektif hakim, akses terhadap keadilan dalam perkara 

nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan putusan hakim, tetapi juga 

mencakup akses pengetahuan hukum, pendampingan, dan kemudahan 

prosedur. Pengadilan Agama Kota Metro telah menyediakan berbagai sarana 

pendukung, seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Aplikasi Gugatan 

Mandiri, guna membantu masyarakat memahami dan menuntut hak-haknya. 

Adapun hambatan utama dalam pemenuhan nafkah anak pasca 

perceraian adalah ketidakjelasan kemampuan ekonomi ayah serta keengganan 
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pihak ibu untuk mengajukan tuntutan hukum. Banyak pihak ibu yang memilih 

untuk tidak menuntut nafkah anak karena menganggap prosesnya rumit atau 

merasa suami tidak memiliki kemampuan ekonomi, sehingga pada akhirnya 

hak nafkah anak tidak pernah dimintakan secara hukum. 

Menurut Beliau, putusan-putusan nafkah anak yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Kota Metro pada prinsipnya telah mencerminkan upaya 

perlindungan terbaik bagi anak. Hal ini terlihat dari konsistensi redaksi amar 

putusan yang menetapkan kewajiban nafkah anak disertai kenaikan tahunan 

serta penegasan bahwa nafkah tersebut berada di luar biaya pendidikan dan 

kesehatan. Dengan demikian, secara normatif dan praktik, pengadilan telah 

berupaya memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap hak anak, 

sepanjang terdapat partisipasi aktif dari para pihak dalam mengajukan 

tuntutan. 

 

C. Analisis Access to Justice Dalam Penyelesaian PerKara Nafkah Anak 

Akses terhadap keadilan (Access to Justice) dalam perkara nafkah 

anak dapat dimaknai sebagai kemampuan pihak yang berhak, terutama ibu 

atau wali anak, untuk mengakses mekanisme peradilan secara efektif, 

memiliki kesadaran hukum yang memadai, mampu menjangkau proses 

hukum dari segi biaya, serta memperoleh prosedur yang sederhana dan 

substansial. Konsep ini tidak hanya terbatas pada kehadiran para pihak di 

persidangan, melainkan juga mencakup pemahaman mengenai hak-hak 

hukum, tata cara pengajuan gugatan, serta kemampuan untuk memastikan 

bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan. Dalam praktiknya, 
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hambatan akses keadilan kerap muncul ketika pihak yang berhak tidak 

memahami jalur hukum yang tersedia atau terbebani oleh tingginya biaya 

proses hukum sehingga penyelesaian perkara menjadi terhambat. 

Secara normatif, kewajiban pemenuhan nafkah anak di Indonesia telah 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam yang menegaskan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab terhadap 

anak meskipun perkawinan telah berakhir. Namun demikian, keberadaan 

norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak 

dalam praktik. Banyak putusan pengadilan yang tidak terlaksana secara 

optimal, sehingga anak sebagai pihak yang rentan belum memperoleh 

perlindungan haknya secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya dalam praktik 

peradilan keluarga. Salah satu kendala utama dalam mewujudkan akses 

keadilan adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya 

mantan pasangan suami istri, mengenai mekanisme pengajuan gugatan nafkah 

anak. Tidak sedikit orang tua yang tidak mengetahui bahwa setelah perceraian 

mereka masih memiliki hak dan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan 

melalui gugatan khusus di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya. 

Ketidaktahuan ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan putusan 
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karena pihak yang seharusnya memperoleh hak tidak mengajukan tuntutan 

secara tepat
5
. 

Selain aspek pengetahuan hukum, faktor ekonomi juga menjadi 

hambatan signifikan dalam akses keadilan. Biaya perkara, biaya jasa advokat, 

serta pengeluaran lain yang timbul selama proses persidangan sering kali 

membuat pihak yang berhak enggan melanjutkan proses hukum, meskipun 

hak nafkah anak seharusnya dilindungi. Ketika akses keadilan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan finansial, maka risiko terjadinya ketidakadilan 

substantif semakin besar, terutama bagi anak dan orang tua yang secara 

ekonomi berada dalam posisi lemah. Aspek lain yang tidak kalah penting 

dalam akses keadilan adalah tingkat kesadaran dan literasi hukum 

masyarakat. Akses keadilan tidak semata-mata diukur dari kemampuan 

mendaftarkan perkara ke pengadilan, tetapi juga dari pemahaman terhadap 

prosedur hukum, persyaratan pembuktian, serta implikasi hukum dari setiap 

tindakan yang diambil. Rendahnya pendidikan dan literasi hukum 

menyebabkan banyak pihak tidak mampu memperjuangkan hak anak secara 

efektif dalam proses peradilan. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum 

merupakan bagian penting dalam memperluas akses keadilan
6
. 

Dalam lingkungan peradilan, peran hakim menjadi sangat krusial 

dalam menjamin terwujudnya akses keadilan. Putusan yang disusun secara 

objektif, jelas, dan disertai dengan mekanisme pengawasan pelaksanaan dapat 

                                                           
5 Aisyah Ayunda and other s, „Pr oblematika Per lindungan Hukum Ter hadap Anak Sebagai 

Kor ban Pemenuhan Hak Nafkah‟, 6.2 (2023), 14–24 <https://doi.or g/10.30999/jph.v5i2.2516>. 
6 Gilang Favian Pr atama and Ahmad Sur yono, „Analisis Hak-Hak Anak Pasca Per cer aian 

Or angtua Menur ut Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Per ubahan Atas Undang-

Undang Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Per lindungan Anak‟, 2023, 1–8. 
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memperkuat perlindungan terhadap hak anak. Dari hasil penelitian dilapangan 

beberapa praktik di Pengadilan Agama Metro menunjukkan bahwa penetapan 

nafkah anak yang mempertimbangkan kebutuhan riil anak dan kemampuan 

ekonomi orang tua secara konkret mampu menciptakan keadilan yang lebih 

substantif bagi anak sebagai pihak yang paling terdampak akibat perceraian. 

Namun demikian, permasalahan akses keadilan juga tampak dari lemahnya 

mekanisme eksekusi putusan nafkah anak. Walaupun putusan telah memiliki 

kekuatan hukum tetap, tidak sedikit putusan yang tidak dilaksanakan karena 

minimnya pengawasan serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pihak 

yang lalai menjalankan kewajibannya. Hal ini menegaskan bahwa akses 

keadilan tidak hanya berkaitan dengan proses peradilan dan putusan, tetapi 

juga dengan efektivitas sistem hukum dalam memastikan pelaksanaan 

putusan tersebut.
7
 

Tantangan lainnya berkaitan dengan ketidakpastian prosedural dalam 

penanganan gugatan nafkah anak. Banyak pihak mengalami kesulitan dalam 

membuktikan bahwa nafkah tidak diberikan atau dalam menunjukkan 

kemampuan finansial pihak yang berkewajiban. Padahal, pembuktian tersebut 

menjadi elemen penting dalam menentukan besaran nafkah yang adil dan 

proporsional. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa prosedur yang ada 

                                                           
7 Hasil R esear ch dan wawancar a dengan hakim di Pengadilan Agama Metr o, tanggal 15-

12-2025 
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belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan anak dan kepentingan 

pencari keadilan
8
. 

Dalam perspektif hukum keluarga secara lebih luas, akses keadilan 

dalam perkara nafkah anak tidak dapat dipisahkan dari prinsip best interests 

of the child atau kepentingan terbaik bagi anak. Peraturan perundang-

undangan terkait perlindungan anak seharusnya mendorong hakim untuk 

menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap 

putusan. Dengan demikian, akses keadilan tidak hanya terpenuhi secara 

formal, tetapi juga secara substantif untuk menjamin kesejahteraan anak 

dalam jangka panjang
9
. 

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis peneliti akses keadilan dalam 

penyelesaian perkara nafkah anak tidak hanya bertumpu pada keberadaan 

norma hukum semata, tetapi juga pada kemampuan sistem peradilan dalam 

menjamin pelaksanaan putusan, meningkatkan pemahaman hukum 

masyarakat, menyederhanakan prosedur, serta memastikan perlindungan hak 

anak secara berkelanjutan. Akses keadilan yang komprehensif akan 

mendorong terwujudnya peradilan yang responsif, berkeadilan, dan berpihak 

pada kepentingan terbaik anak sebagai pihak yang paling terdampak oleh 

perceraian orang tua. 

                                                           
8 Muh Sutr i Mansyah and Kir sty Lee, „Asset Tr acking by R eligious Cour t Judges : 

Ensur ing Post-Divor ce Child Suppor t‟, 10.1 (2025) 

<https://doi.or g/10.22515/shahih.v10i1.11571>. 
9 M Nur  Syafiuddin, R achmad Safa, and Pr ija Djatmika, „Inter national Jour nal of 

Multicultur al and Multir eligious Under standing Under standing Child Suppor t in the Patter n of 

Child Pr otection Based on the Pr inciple of Child Pr otection‟, 2021, 92–99. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penerapan prinsip Access to Justice dalam penyelesaian sengketa 

pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro pada 

dasarnya telah berjalan secara normatif dan prosedural, namun belum 

sepenuhnya optimal secara substantif. Pengadilan telah menyediakan 

mekanisme hukum, dasar normatif yang kuat, serta sarana pendukung seperti 

Posbakum dan gugatan mandiri untuk memudahkan masyarakat mengakses 

keadilan. Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak 

melalui penetapan nafkah yang proporsional dengan kemampuan ayah dan 

kebutuhan anak, termasuk kenaikan nafkah tahunan. 

Namun, implementasi prinsip Access to Justice masih sangat 

bergantung pada partisipasi aktif para pihak, khususnya ibu sebagai pengasuh 

anak, karena hakim terikat asas ultra petita. Rendahnya pemahaman hukum 

masyarakat, ketidakjelasan kemampuan ekonomi ayah, serta keengganan 

mengajukan tuntutan menjadi hambatan utama terpenuhinya hak nafkah anak. 

Selain itu, lemahnya mekanisme eksekusi dan ketiadaan sanksi yang efektif 

menyebabkan putusan nafkah anak belum selalu terlaksana secara optimal. 

Dengan demikian, meskipun secara normatif Pengadilan Agama 

Metro telah berupaya mewujudkan Access to Justice dan perlindungan terbaik 

bagi anak, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi 

kendala struktural dan kultural. Diperlukan peningkatan literasi hukum, 
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penyederhanaan prosedur, serta penguatan efektivitas pelaksanaan putusan 

agar prinsip Access to Justice dapat terwujud secara menyeluruh dan 

berkelanjutan bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam kasus ini. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pihak pengadilan Agama khususnya hakim diharapkan lebih untuk 

meningkatkan peran aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak 

nafkah anak, khususnya melalui optimalisasi fungsi hakim dalam 

memberikan penjelasan hukum kepada para pihak sejak tahap awal 

persidangan perceraian. Hakim diharapkan dapat secara proaktif 

mendorong pencantuman tuntutan nafkah anak dalam gugatan atau 

putusan perceraian guna mencegah terabaikannya hak anak akibat 

ketidaktahuan pihak yang berhak. dengan merumuskan amar putusan 

yang jelas, terukur, dan disertai mekanisme pengawasan pelaksanaan 

nafkah anak. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan 

tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan 

perlindungan nyata terhadap hak anak. 

2. Kepada masyarakat, khususnya orang tua pasca perceraian disarankan 

untuk lebih aktif dan sadar hukum dalam memperjuangkan hak anak 

melalui jalur hukum yang tersedia. Kesadaran hukum ini diperlukan agar 

hak nafkah anak tidak terabaikan dan anak tetap memperoleh 
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perlindungan serta kesejahteraan yang layak meskipun orang tua telah 

berpisah.
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OUTLINE PENELITIAN ARTIKEL 

A. PENDAHULUAN 

B. METODE PENELITIAN 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. PROFIL PENGADILAN AGAMA KOTA METRO 

2. PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA METRO 

3. ANALISIS ACCESS TO JUSTICE DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA NAFKAH ANAK 

D. SARAN DAN KESIMPULAN 

ALAT PENGUMPUL DATA 

1. Bagaimana bapak/ibu hamKn memmahami konsep Access to Justice dalam 

konteks peradilan agama? 

2. Bagaimana alur penyelesaian perkara nafkah anak pasfa perceraian di 

pengadilan agama metro? 

3. Apa saja ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus 

perkara nafkah anak? 

4. Apakah ada layanan bantuan hukum, posbakum, atau pendampingan bagi 

pihak yang kesulitan mengakses proses peradilan? Bagaimana efektivitasnya? 

5. Apa saja hambatan yang paling sering dihadapi para pihak dalam 

memperjuangkan hak nafkah anak, baik secara prosedural maupun non-

prosedural? 

6. Menurut bapak/ibu hakim apakah faktor ekonomi, pendidikan, atau 

ketidaktahuan hukum mempengaruhi akses keadilan dalam perkara ini? 

7. Apa langkah langkah yang telah dilakukan oleh pengadilan agama metro 

untuk mempermudah akses para pihak dalam perkara nafkah anak? 

8. Apakah menurut bapak/ibu hakim putusan-putusan terkait nafkah anak sudah 

mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak? 

 



 

 

WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN (TIME TABLE) 

No Tahap Kegiatan Uraian Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 

1 Persiapan penelitian - Menyusun draf proposal 

penelitian Artikel 

- Konsultasi dengan dosen 

pembimbing 

Agustus-September 

2025 

2 Pengumpulan data  - Penyusunan instrumen 

wawancara 

- Melakukan Pra-Survey 

September 2025 

3 Pengolahan data 

sementara 
- Menyusun datta hasil pra-survey 

- Persiapan seminar proposal 

Skripsi 

September 2025 

4 Seminar proposal  - Seminar proposal 

- Revisi proposal Skripsi 

November 2025 

5 Pengesahan proposal 

Skripsi 
- Upload berkas pengesahan  di 

linktre / fakultas  

November 2025 

6 Melakukan penelitian  - Izin penelittian 

- Menggali data di lapangan 

(wawancara) 

Desember 2025 

7 Pengolahan dan 

analisis data  
- Menyusun transkrip wawancara  

- Penyusunan hasil dan 

pembahasan 

Desember 2025 

8 Sidang Munaqosyah - Sidang akhir Artikel Jurnal  

- Revisi akhir Artikel Jurnal 

Desember 2025 

9 Pengesahan Skripsi - Upload pengesahan artikel jurnal 

di linktre / fakultas 

Desember 2025 
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